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Menimbang

Mengingat

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa

dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;

 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor | Tahun 2021
tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro

didesa,

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
tentang Pembentukan TimPosko Desa / Nagari Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikrountuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura
Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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24,
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30.
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32.

33.

34,

Peraturan Menteri MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, ‘Dan
Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2015 Tentang Pﬁidlnm,
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha MilikDesa,

Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16 15

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tra;nsmigrgsi
Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); P
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
TransmigrasiNomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan
masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020Tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa danPemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menter Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641 );

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart
Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Bupatil Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunqn Orgamsas!' dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan

nomor 91 tahun 2018 Susunan  Organisas; dan Tata Kerna
Pemerintahan Nagari:

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ang - .
%A garan 2021. (Berita ah Kab
Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor § ), " e
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

' Rencana
35, Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang _
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20 14-2020; ( Lembaran Nagari
[nde Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
e 3 Tahun 2018 tentang Struktur

36. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 35 1 ‘
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari di Nagari Inderapura Tengah,

. 3):
(Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 201 8 Nomor 3);
37. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentanﬁgm[)aﬂardm
Kewenangan Nagari Inderapura Tengah BFrdasmkan Hak Asal A
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Nagari Inderapura Tengah (Lembaran

Nagari Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1),
38. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 9 Tahun 20_20 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Nagari Inderapura Tengah

Tahun 2020 Nomor 11;
39. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2021;
(Berita Nagari Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 2); dan

Peraturan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pen_labaran‘ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021; (Berta Nagari

Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 03).

40.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 3 tahun 2021
tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2021,

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februan 2021 tentang
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di1 Desa;

3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari
2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019,
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun

2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos
Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam
Rangka  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat
Desa/K elurahan;

5. Surat Plh Sekretaris Daerah Nomor 140 / 110 / DPMDPPKB /11 - 2021
Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Vandemi Corona Virus

Disease 2019 (covid 19) ditingkat Nagari Tahun 2021,

MEMUTUSKAN

Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Nagari Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikrountuk
Pengcpdalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Nagari Inderpura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021
Susunan Tim Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
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b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu),
berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa

. Serta mitra Desa lainnya sesuai bidangtugas;
€.« Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan
melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di

Desa:dan

d. Melakukan pendataan
melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari

pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan

penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desayaitu:
a. Memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan

Posko Desa COVID-19:
b. Membuat sistem informasi kesehatan wargaDesa,

Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan

mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan:
d. Melakukan  sosialisasi protocol kesehatan dan

penangananCovid-19 serta pencegahan nya kepada

masyarakat ; dan
Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali

Nagari
Dalm melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19Nagari Inderapura Tengah Kecamatan

terhadap masyarakat vyang

C.

v

KEEMPAT : Seg:la biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ]
nd
e ag €rapura Tengah Tahun
KELIMA Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan dj -
Pada tanggal uar: 2021

. el
Pi WALI NAGARIAY RAPURA TENGAH
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